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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis 

lakukan dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan, yaitu: 

1. Seharusnya berdasarkan keilmuan, asas-asas, dan teori-teori, status 

keuangan negara dalam BUMN Persero ketika dipisahkan bukan lagi 

keuangan negara melainkan keuangan BUMN Persero itu sendiri. 

BUMN Persero pada dasarnya adalah perseroan terbatas yang 

mempunyai modal dari negara berdasarkan kekayaan negara yang 

dipisahkan. Segala ketentuan baik berupa doktrin, teori, dan perangkat 

hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas lainnya seharusnya juga 

benar-benar diberlakukan pada BUMN Persero sesuai Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara. Namun dalam perkembangannya Keuangan BUMN Persero 

masih dianggap sebagai keuangan negara sebagaimana tercantum 

dalam Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 
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Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Terlebih lagi 

pengaturan yang demikian membuat disimpanginya teori fundamental 

mengenai badan hukum yang diakui seluruh negara maju dan beradab 

yaitu adanya pemisahan kekayaan pemodal dan kekayaan badan 

hukum. Seharusnya ketika dipisahkan, keuangan tersebut bukan lagi 

menjadi keuangan negara tetapi keuangan BUMN itu sendiri sebagai 

separate legal entity. Hal ini juga diperlukan agar tercipta prinsip-

prinsip good corporate governance diantaranya Accounability, 

Fairness, Transparency, Responsibility,dan Independency. Terkhusus 

dengan prinsip Independency, Sebagian besar kerugian yang dialami 

BUMN Persero ialah akibat terdapatnya campur tangan pemerintah 

secara langsung untuk mengatur BUMN Persero untuk kepentingan 

tertentu seperti golongan, partai, dan elit tertentu seperti yang 

diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan. 

2. Pengusutan tindak pidana korupsi di tubuh BUMN Persero masih 

dinilai lemah. Kelemahan tersebut mulai dari ketidakpahaman 

penyelidik menilai pengelolaan suatu perusahaan dan menggunakan 

kacamata kuda dalam melihat persoalan kerugian keuangan BUMN 

Persero. Hal ini dapat dilihat pada kasus yang menimpa Dirut PT. 

Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang dikriminalisasi akibat 

kebijakan bisnisnya yang kebetulan merugikan keuangan perusahaan. 

Terlihat masih terdapat ketidakpahaman dari penyidik sekaligus 

penuntut dalam hal ini Kejaksaan dalam melihat persoalan apakah ini 
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kerugian diakibatkan oleh transaksi bisnis ataukah memang terdapat 

niat jahat (mens rea) dengan sengaja untuk merugikan keuangan 

perusahaan. Hal itu semua sudah dibuktikan dalam persidangan bahwa 

sama sekali tidak terdapat niat jahat untuk sengaja atau lalai 

merugikan keuangan perusahaan karena segala tindak tanduk Hotasi 

dalam melakukan kebijakan bisnsi tersebut berdasarkan itikad baik 

dan kehati-hatian serta melaksanakan penuh asas fiduciary duty dan 

berdasarkan pada Rancangan Kerja Anggaran dan Anggaran Dasar. 

Penulis khawatir kasus ini masih akan terus terjadi pada direksi 

BUMN Persero lainnya sehingga produktifitas BUMN Persero 

menurun akibat direksi dibayang-bayangi kriminalisasi tindak pidana 

korupsi akibat tindakan bisnisnya. Alhasil tujuan utama BUMN 

Persero sebagai suatu perusahaan tidak akan tercapai dan berimplikasi 

pada kecilnya deviden yang diterima negara dan juga akan berdampak 

pada perekonomian negara itu sendiri. 

B. Saran 

  Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pembentuk undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) dan aparat penegak hukum tentang status keuangan 

BUMN Persero dan implikasinya terhadap mekanisme pengusutan tindak 

pidana korupsi terkait unsur merugikan keuangan negara.  

1. Adapun saran yang ditujukan kepada DPR RI adalah: 
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a. Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai 

pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian ulang secara 

mendalam dan merombak seluruh ketentuan mengenai keuangan 

negara dengan menyatakan bahwa keuangan BUMN khususnya 

Persero tidak lagi termasuk dalam lingkup keuangan negara karena 

bertentangan dengan asas-asas, teori, serta kebiasaan negara-negara 

beradab tentang perusahaan dan BUMN. 

b. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dari undang-

undang sampai peraturan pelaksananya sehingga tidak terdapat 

kerancuan mengenai status keuangan negara seperti piutang negara 

dan piutang BUMN dan akhirnya akan bermuara pada kriminalisasi 

direksi dalam tindak pidana korupsi terkait kebijakan bisnisnya. 

c. Jika ingin menjaga BUMN Persero tetap bebas dari korupsi maka 

dianjurkan untuk membentuk undang-undang tersendiri terkait korupsi 

disektor swasta yang merupakan undang-undang khusus sistematis 

pada BUMN Persero dan perseroan terbatas swasta lainnya 

berdasarkan United Nation Convention Against Corruption. 

2. Saran untuk penegak hukum adalah mendorong para penegak hukum 

dalam tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi 

Pemberantasan Korupsi untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan 

pengusutan dugaan tindak pidana korupsi mulai dari penyelidikan, gelar 

perkara, dan penyidikan agar tidak gampang menetapkan seseorang 

melakukan tindak pidana korupsi terutama akibat kebijakan bisnisnya. 


